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ABSTRAK 

 

Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi 

peraturan perundangan tentang pertanahan Dalam hal kepemilikan tanah UUPA lebih banyak 

menekankan pada aspek kepemilikan tanah individual  Hal ini penting untuk menjadikan 

status penguasaan tanah jelas ketika terjadi pemindahan hak atas tanah. Sumber daya tanah 

dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu,namun kepunyaan kita 

semua sebagai Bangsa kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan Bangsa dibebankan 

amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen Bangsa dan 

bukan kelompok tertentu, amanah yang tersurat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 

mengandung Dasar dan sekaligus arahan bagi politik pembangunan hukum Pertanahan dan 

sumber daya alam lainnya, Amanah tersebut kemudian dijabarkan dengan semangat yang 

konsisten dan progresif ke dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok – Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang – Undang Pokok Agraria 

(UUPA). Kedudukan BPN sebagai satu – satunya lembaga atau institusi yang diberikan 

kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang Pertanahan diakui secara 

Normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2009 Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pasal 

2 Perpres Nomor 85Tahun 2009 Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalukan 

tugas Pemerintahan dibidang Pertanahan secara Nasional, Regional, dan Sektorial. 

Keywords : Kebijakan Agraria di Indonesia, Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria,  
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ABSTRACT 

 

Indonesia in its land law system is based on the LoGA which is the law on land. In terms of 

land ownership, the UUPA is more on the aspect of land ownership. Other resources are 

natural resources and natural resources belonging to a certain group, the power of the state as 

the power of the nation is charged with the mandate to regulate the use of land for the 

prosperity of the entire nation and not a particular group, a mandate that is stated in Article 

33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. containing the basis and at the same time 

directives for the politics of legal development of land and other natural resources, the 

mandate was then with a consistent and progressive spirit into Law Number 5 of 1960 - 

Basic Agrarian Affairs, which is also known as the Basic Agrarian Law (UUPA). . The 

position of BPN as the only institution that is given the authority to carry out the mandate in 

managing the land sector is recognized normatively through Presidential Regulation 

(Perpres) Number 85 of 2009 Amendment to Presidential Regulation Number 10 of 2006 

concerning the National Land Agency in Article 2 of Presidential Regulation Number 85 of 

2009 Amendment Based on Presidential Decree Number 10 of 2006 concerning the National 

Land Agency, it is explained that the National Land Agency (BPN) carries out the duties of 

the Government in the field of Land Nationally, Regionally, and Sectorally. 

 

Keywords: Agrarian Policy in Indonesia, Basic Agrarian Regulations, 
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